
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR A'- TAHUN 2018 
TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUB.AN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2019; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 
dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025; 

11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -
2019; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 
Nomor 15); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 
Nomor 7); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2017 Nomor 9); 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019. 

Pasal 1 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, yang 
selanjutnya disebut RKPD merupakan Dokumen Perencanaan 
Pemerintah Daerah untuk Tahun 2019. 

Pasal 2 

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi 
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam 
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). 

(2) Dalam hal Pengelompokan Program dan Kegiatan pada 
masing-masing OPD akan disesuaikan apabila terdapat 
Perubahan Struktur OPD. 

Pasal3 

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disampaikan 
kepada OPD dan Pemerintah Provinsi. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

Pasal 4 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEUANGAN DAERAH 
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH 
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH 
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH DAERAH 
BAB VII PENUTUP 

PasalS 

Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal ,28 ~mi c901e 

ERTO, 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal rJ.8 ~,· <!).or& 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 3,8 



BAB VII 
PENUTUP 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 

merupakan kerangka pokok pelaksanaan pembangunan di Kabupaten 

Mojokerto Tahun Anggaran 2019 sehingga RKPD Tahun 2019 menjadi 

pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS Tahun 2019 dan juga sebagai 

acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD} maupun masyarakat 

termasuk dunia usaha untuk mencapai sinergi dalam pelaksanaan 

pembangunan, dalam mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan 

kegiatan yang telah diprogramkan melalui forum musyawarah perencanaan 

pembangunan, seperti Musrenbang ditingkat desa/kelurahan, Musrenbang 

Kecamatan ditingkat Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten 

di tingkat Kabupaten. 

Selanjutnya seluruh OPD dan penyelenggara Pemerintah Daerah 

lainnya dalam menyusun Renja OPD harus mengacu pada program dan 

kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Mojokerto 

Tahun 2019. 

Keberhasilan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 sangat 

tergantung pada sikap mental, tekad , semangat, ketaatan, keinginan untuk 

maju dan disiplin dari semua pihak yang terkait . 

WAKIL BUPATI MOJO 

PUNGKASIADI 
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